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ABSTRAK

Harta pailit tidak cukup untuk membayar semua utang pajak. Tanggung
jawab direksi tidak berpindah kepada kurator selain pengurusan dan pemberesan
boedel pailit. Dalam praktik kepailitan apabila terdapat utang pajak namun harta
pailit tidak mencukupi maka hal tersebut harus tetap diselesai tetapi dalam
pengaturan Undang-Undang masih belum terdapat hal yang secara jelas mengatur
dalam harta pailit yang tidak mencukupi. Penelitian dengan judul “Pertanggung
Jawaban Kurator Dalam Penyelesaian Utang Pajak Perusahaan Yang
Mengalami Kepailitan™ ini menganalisa mengenai pertanggung jawaban kurator
dalam penyelesaian utang pajak kepailitan dengan menggunakan Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa..

Penelitian adalah jenis penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan
dua pendekatan masalah, pertama pendekatan perundang-undangan (statute
approach). Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan
hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum dikumpulkan
dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan, mengkaji dokumen,
penelusuran internet, dan pengayaan literatur hukum.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Menurut putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI111/2020 Dengan tetap merujuk pada konstruksi
timbulnya pajak dan/atau utang pajak sebagaimana diuraikan, menurut Mahkamah
kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan tidak terbayarkannya pajak secara
nalar hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pengurus yang aktif
mengurusi badan hukum ketika belum dinyatakan pailit, dibubarkan, atau
dilikuidasi. Hal demikian karena penguruslah yang memutuskan apakah akan
langsung membayar pajak ketika perusahaan memperoleh laba/keuntungan (atau
pemasukan lain) atau menunda pembayarannya hingga berujung pada kegagalan
membayar pajak. Tanggung jawab kurator dalam kapasitasnya sebagai kurator
dibebankan pada harta pailit, bukan dibebankan pada Kurator secara pribadi dalam
membayar kerugian

Berdasarkan kondisi di atas, maka saran yang dapat diberikan agar terdapat
Undang-Undang baru yang mengatur terkait harta pailit yang kurang untuk
melunasi utang pajak seperti adanya sebuah jaminan atau tanggung jawab dari
pemilik modal atau pemilik perusahaan yang mengalami kepailitan sehingga
terdapat sebuah kepastian hukum

Kata kunci: Pertanggung Jawaban Kurator, Utang Pajak, Kepailitan
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ABSTRACT

Bankruptcy assets are not enough to pay all tax debts. The responsibility of
the board of directors does not transfer to the curator other than managing and
settling the bankruptcy estate. In bankruptcy practice, if there is a tax debt but the
bankruptcy assets are insufficient then the matter must still be resolved but in the
provisions of the law there is still nothing that clearly regulates insufficient
bankruptcy assets. This research entitled "Responsibility of Curators in Settlement
of Tax Debts for Companies Experiencing Bankruptcy” analyzes the
responsibilities of curators in resolving bankruptcy tax debts using Law Number 37
of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations
and Law No. 19 of 2000 concerning Tax Collection with Forced Letters..

Research is a type of normative legal research. By using two problem
approaches, the first is the statutory approach. Second, the conceptual approach.
Sources of legal materials include primary and secondary legal materials. Legal
materials are collected by searching for statutory regulations, reviewing
documents, internet searches, and enriching legal literature.

The results of this research found that according to the decision of the
Constitutional Court Number 41/PUU-XVI11/2020, while still referring to the
construction of tax incurrence and/or tax debt as described, according to the Court,
negligence or deliberate action that results in non-payment of tax can only be held
accountable by the management. who actively manages a legal entity before it has
been declared bankrupt, dissolved or liquidated. This is because the management
is the one who decides whether to pay taxes immediately when the company makes
a profit (or other income) or delay the payment until it results in failure to pay
taxes. The curator's responsibility in his capacity as curator is borne by the
bankruptcy estate, not borne by the Curator personally in paying losses

Based on the conditions above, suggestions that can be given are that there
should be a new law that regulates bankrupt assets that are insufficient to pay off
tax debts, such as having a guarantee or responsibility from the capital owner or
owner of the company that is going bankrupt so that there is legal certainty.

Keywords: Curator's Responsibility, Tax Debt, Bankruptcy






